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ABSTRAK

Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja menjadi suatu hal
yang sangat penting dan perlu untuk diperhatikan oleh perusahaan atau instansi
yang memperkerjakan tenaga kerja, selain kesehatan dan keselamatan kerja
jaminan sosial tenaga kerja.perlu juga untuk diperhatikan oleh setiap perusahaan
atau instansi agar para pekerja tidak-dirugikan, karena setiap pekerjaan tentu
memiliki resiko sesuai dengan perkerjaan yang dilakukan.

Masalah  pokok penelitian adalah  Bagaimanakah Pelaksanaan
Perlindungan Keselamatan Dan. Kesahatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT
Perkebunan Nusantara V. 'Kebun Sei Lindai Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2012 ‘Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dan Apa
Saja Yang Menjadi Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT. Perkebunan Nusantara \V Kebun Sei
Lindai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Di Kecamatan
Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Metode penelitian adalah observational research atau survey, penelitian
yang dilaksanakan laNgsung ke lokasi penelitian yang telah ditetapkan untuk
mendapatkan keterangan yang mendukung penelitian penulis. sedangkan sifatnya
adalah deskriptif, yaitu Dimana penulis menggambarkan Seraca terang dan
terperinci permasalahan yang akan diteliti.

Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT Perkebunan Nusantara VV Kebun Sei
Lindai Berdasarkan Peraturan_Pemerintah, Nomor 50 Tahun 2012 Di Kecamatan
Tapung Hulu Kabupaten Kampar adalah sudah dijalankan oleh perusahaan
dengan menyediakan alat-alat pelindung diri sebagai alat keamanan bagi pekerja
dalam melaksanakan pekerjaannya namun kecelakaan kerja yang terjadi lebih
cenderung dikarenakan kelalaian dari pekerja sehingga untuk mengeluarkan atau
menangani hal ini ‘maka pihak perusahaan lambat melakukan penanganan
terutama dalam hal pembayaran biaya pengobatan dikarenakan harus menempuh
prosedur untuk mengeluarkan-sejumlah.biaya pengobatan terhadap pekerja, dan
Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Terhadap Pekerja Pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Di Kecamatan Tapung
Hulu Kabupaten Kampar adalah tidak adanya pengawasan dari perusahaan
terhadap pekerja secara langsung dalam penggunaan alat pelindung diri,
perusahan tidak dapat secara maksimal menjaga dan mengatur pekerja setiap
harinya sehingga terkadang para pekerja tidak menggunakan perlengkapan
keselamatan kerja yang telah ditetapkan dan dianjurkan dan sanksi yang diberikan
ketika pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri hanyalah berupa teguran.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Perlindungan, Keselamatan Dan Kesahatan
Kerja

Vi



ABSTRACT

Protection of occupational safety and health is very important and needs to
be considered by companies or agencies that employ workers, in addition to
occupational health and safety, social security for workers also needs to be
considered by every.company or agency so that workers:are not harmed, because
Every job certainly has risks according to the work done.

The..main problem of the research is_how is the implementation of
occupational safety and health protection for workers at PT Perkebunan
Nusantara V Kebun Sei Lindai based-on-Government Regulation Number 50 of
2012 in Tapung Hulu District, Kampar Regency,sand what are the obstacles in
implementing occupational safety and health protection for workers At PT.
Perkebunan Nusantara V Sei Lindai Plantation Based on Government Regulation
Number 50 Year 2012 in Tapung Hulu District, Kampar Regency.

The research method is observational research or survey, research that is
carried out directly to the research location that has been determined to obtain
information that supports the author's research. while its nature is descriptive,
that is, where the author describes in a clear and detailed manner the problems to
be studied.

The results showed that the implementation.of Occupational Safety and
Health Protection for Workers at PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai
Based on Government Regulation Number 50 of 2012 in Tapung Hulu District,
Kampar Regeney was already carried out by the company by.providing personal
protective equipment as a safety tool for workers'in carry out their work but work
accidents that occur are more likely to be due to negligence of workers so that in
order to issue or handle this, the company is slow in handling, especially in terms
of payment of medical expenses due to having to go through procedures to incur a
number of medical expenses for workers, and Obstacles.in the Implementation of
Safety Protection and Occupational Health of Workers at PT. Perkebunan
Nusantara V Sei Lindai Plantation Based on Government Regulation Number 50
of 2012 In Tapung Hulu District, Kampar.Regency, there is no direct supervision
from the company on workers in the use of personal protective equipment, the
company cannot optimally maintain and regulate workers every day so sometimes
workers not using work safety equipment that has been determined and
recommended and the sanctions given when workers do not use personal
protective equipment are only in the form of a warning.

Keywords: Implementation, Protection, Occupational Safety and Health
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

akan p tiap warga negara

7’1

berhak a orja a Jhi = 3 o manusiaan

memiliki kebutuhan dalam hidupnya, seperti
kebutuhan sandang, pangan, dan pelengkap, maka untuk memenuhi kebutuhan
tersebut manusia harus melakukan suatu upaya, salah satunya dengan bekerja.?

Untuk memenuhi hal tersebut dalam hidup setiap manusia maka akan

bergantung terhadap hal-hal yang didapatkannya dalam pelaksanaan yang

! Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, him. 1
2 Zainal Asikin, dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,
him. 1
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dilaksanakannya. Dikarenakan memang setiap manusia memiliki keinginan
untuk bisa terpenuhinya kebutuhannya.

Hukum ketenagakerjaan memiliki pendukung yang tidak hanya terkait

ng lainnya. “Tenaga

.‘?0 . jaan  guna
' .

perbedaan a , ‘;' ekerja. ';_ . eNnga Iran pada “Pasal 1
angka 1 ahun [ ta _ erja bahwasanya

“ketenagake a al \ lengan tenaga kerja

UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh adalah
setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk
lain”.*

Tujuan hukum ialah sebagai koordinasi serta integrasi bagi masyarakat

dalam hal perlindungan dan juga kepentingan tanpa membatasi kepentingan

® pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
* Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him. 1.



antara satu dengan lainnya.> Huku memiliki tujuan untuk mengurusi
kepentingan masyarakat, sehingga hokum memiliki kendali penuh atas dalam
kehidupan setiap orang, yang mana setiap orang membutuhkan pengaturan
hukum untuk« dapat. melindungi dirinya. Ada tahapan-tahapan dalam
perlindungan oleh hukum itu sendiri, yaitu hukum terlahir dari aturan hukum
serta seluruh aturan hukum pada'hakikatnya ialah untuk mencapai kata sepakat
dalam 'masyarakat, agar dapat mengontrol perilaku serta pola hidup antar
individu dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

Molenar berpendapat bahwa, “hukum ketenagakerjaan adalah bagian dari
hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh
dengan majikan, antara buruh dan buruh, dan antara buruh dengan penguasa”.
Maksud pendapat tersebut memperlihatkan didalam pengaturan hukum
ketenagakerjaan memiliki-hubungan satu samaslainnya, dikarenakan hubungan
tersebut bukan hanya mengikat antara pekerja dengan pemilik pekerjaan tetapi
mengikat juga dengan hubungan dilingkungannya.®

Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan -mengenai penerapan sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja seperti yang dijelaskan didalam
“Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka lahirlah
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mengenai penerapan sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)”. Di dalam “Pasal 2
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dijelaskan bahwa, penerapan

sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) bertujuan untuk :

® Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, him. 53.
® Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
1995, him. 6.



a. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan
kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.

b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
dengan melibatkan unsur manajemen pekerja/buruh, dan/atau serikat
pekerja/serikat buruh

c. Menciptakan.tempat kerja yang aman,.nyaman, dan efisien untuk
mendorong produktivitas”.

Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)
menjadi tanggung jawab perusahaan yang wajib untuk dilakukan. Di dalam
“Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 di jelaskan bahwa:

1. Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaanya

2. Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi
perusahaan :
a. Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang

atau

b. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

3. Ketentuan mengenai bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan

4. Pengusaha dalam penerapan SMK3 wajib berpedoman pada peraturan
pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
dapat memperlihatkan konvensi dan standar internasional”.

Menurut Zainal Asikin, terdapat 3 klasifikasi mengenai perlindungan
bagi tenaga kerja, yakni antara lain :

1. Dari segi ekonemi, pekerja perlu mendapatkan perlindungan untuk
memperoleh penghasilan® atau..gaji yang mencukupi kebutuhan
hidupnya.

2. Dari segi social, pekerja perlu mendapatkan perlindungan dalam hal
jaminan kesehatan serta kebebasan dalam suatu organisasi ataupun
perserikatan.

3. Dari segi teknis, pekerja wajib dilindungi atau memperoleh
keselamatan pada saat bekerja.’

Ada juga beberapa perlindungan lain selain perlindungan tenaga kerja

yang disebutkan di atas, yakni sebagai berikut:

’ Zainal Asikin, dkk, Op.Cit., him. 76.



1. Dalam hal Standar keselamatan kerja, meliputi keselamatan Kerja
yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses kerja,
kondisi tempat kerja, lingkungan, dan metode kerja.

2. Dalam hal Kesehatan kerja dan standar kesehatan dan kesehatan
perusahaan, termasuk memelihara dan meningkatkan keselamatan
pekerja, _memberikan perawatan medis. kepada pekerja, dan
menetapkan standar kesehatan dalam bekerja.

3. Dalam hal ketenagakerjaan, pengupahan, hari libur, moral, maupun
agama berupa perlindungan hak umum pekerja untuk menjaga kinerja
tenaga kerja.

4. Dalam hal Kecelakaan Kerja berupa pemberian santunan pengobatan
atau rehabilitasivakibat menderita kecelakaan kerja danfatau penyakit
akibat kerja, dalam hal ini ahli waris berhak mendapatkan santunan.®

Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja menjadi suatu

hal yang sangat penting dan perlu untuk diperhatikan oleh perusahaan atau
instansi yang memperkerjakan tenaga kerja, selain kesehatan dan keselamatan
kerja jaminan sosial tenaga kerja perlu juga untuk diperhatikan oleh setiap
perusahaan atau Instansi agar para pekerja tidak dirugikan, karena setiap
pekerjaan tentu memiliki, resiko sesuai dengan perkerjaan yang dilakukan.
Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam
bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan
yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau
keadaan yang dialami oleh tenaga kerja.berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil,
bersalin, hari tua dan meninggal dunia”.® Hal ini mungkin bisa menjadi

perhatian bagi perusahaan atau instansi yang mempekerjakan tenaga kerja

selain perlindungan dari segi kesehatan dan keselamatan kerja.

% Ibid., him. 76-77.
% Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2010, him. 168.



Seperti yang ditemukan pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei
Lindai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Perusahaan yang berstatus
sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam produksi pengolahan
kelapa sawit. _Sebagaimana diketahui dari-hasil prasurvey penulis di lapangan
diketahui bahwa jumlah tenaga kerja di PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei
Lindai Kecamatan Tapung.Hulu Kabupaten Kampar yaitu berjumlah 556 orang
dimana pekerja tetapnya berjumlah 548 orang sedangkan pekerja kontrak
sebanyak 8 orang. Sistem K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), yaitu alat
produksi yang aman, menggunakan alat-alat perlindungan diri, obat-obatan dan
fasilitas medis, mesin-mesin produksi harus sesuai. Kemudian setiap tenaga
kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya.dalam melakukan
pekerjaannya guna untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas.

Namun berdasarkan.survey di lapangan di PT Perkebunan Nusantara V
Kebun Sei Lindai sering mengalami kecelakaan kerja dimana salah satunya
disebabkan pekerja tertimpa buah sawit dan alat untuk mendodos buah sawit
terlepas hingga mengenai kepala pekerja. Sebagaimana kejadian tersebut
menurut pekerja, pihak perusahaan cenderung fambat untuk menangani secara
cepat dikarenakan terdapat kekurangan dalam mekanisme pelaksanaan
keselamatan dan kesehatan kerja pekerja disebabkan penanganannya haruslah
didasarkan kepada pelaporan terlebih dahulu untuk mengetahui kejadian
tersebut kecelakaan kerja murni atau dikarenakan kelalaian. Dengan kata lain
apabila disebabkan kelalaian pekerja maka perusahaan hanya dapat

menanggung biaya perobatan saja tanpa menanggung biaya lainnya.
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Sesuai dengan penjabaran yang telah penulis kemukakan di atas, penulis
ingin melaksanakan penelitian yang berjudul, “Pelaksanaan Perlindungan
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Di PT. Perkebunan

aturan Pemerintah
Manajemen

oung  Hulu

Keselamatan dan Ke erja Terhadap Pekerja Pada PT.

Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Di Kecamatan Tapung Hulu

Kabupaten Kampar?
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan di dalam penelitian ini slearas dengan perumusan masalah

Sementara itu, ada beberapa manfaat dalam penelitian ini, yakni :
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa
penambahan ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan

secara luas tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
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2. Penelitian ini semga mendatangkan manfaat bagi para peneliti yang

hendak mengkaji bidang yang sama, sehingga dapat menjadikan

penelitian ini sebagai bahan informasi dalam penelitiannya.

ak dapat diukur

Jan filosofis”.1°

anusia, perlindungan
fisik dan sosial ekonomi me¢ : aku dalam perusahaan”.™
Perlindungan terhadap au buruh menurut “Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, meliputi :
1. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk
berunding dengan pengusaha

2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

10 Zainal Asikin, dkk, Op.Cit., him. 5.
11 Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, him. 78.
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3. Perlindungan khusus bagi kerja atau buruh perempuan, anak, dan

penyandang cacat dan

4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga

ap orang yang bekerja

%Q.

dengan menerima upah » 13

entuk lain”.

Sejauh ini, belum ada konsensus tentang makna hukum perburuhan.
Namun secara umum, undang-undang ketenagakerjaan adalah seperangkat
peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum antara pekerja atau
organisasi pekerja dengan pengusaha atau pengusaha atau organisasi

pengusaha dan pemerintah, dan dikeluarkan untuk mewujudkan hubungan

2 bid.
3 Asri Wijayanti, Loc.cit.
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tersebut. dengan memasukkan proses dan keputusan. .. Dari rumusan
tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa UU Sumber Daya Manusia adalah
seperangkat peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pekerja,
pengusaha, peémerintah; organisasi pengusaha, organisasi pekerja.™

Problematika mengenai ketenagakerjaan meliputi aspek ekonomi,
sosial dan sosial politik:, Dari', perspektif .ckonomi, pembangunan tenaga
kerja melibatkan penyediaan pekerja terampil dan terampil untuk memenuhi
kebutuhan pasar tenaga kerja. Sebab itulah, sistem pelatihan kejuruan,
sistem informasi pasar tenaga kerja, dan sistem antar kerja telah dibentuk di
Jepang dan luar negeri. Masalah ketenagakerjaan juga mencakup upah dan
jaminan sosial, penetapan upah minimum, kondisi kerja, perlindungan
tenaga Kkerja, penyelesaian perselisihan, kebebasan berserikat dan hubungan
perburuhan, hubungan-dan kerjasama internasional.®®~Ketenagakerjaan di
Indonesia sangat erat kaitannya dengan penegakan supremasi hukum hal ini
sangat penting sekali karena berdampak pada keberlangsungan hidup sosial
di negara Indonesia. Ketenagakerjaan dan supremasi hukum berkaitan erat
juga dengan pembangunan.di Indonesia yaitu pembangunan dibidang sosial
ketenagakerjaan dan pembangunan dibidang hukum.

“Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan, perlindungan
terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja
atau buruh dan kesehatan serta keselamatan dalam menjalani pekerjaan.

Perlindungan dalam bidang ketenagakerjaan memiliki tujuan agar dapat

¥ Darwan Prinst, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Pekerja Untuk
Mempertahankan Hak-Haknya), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, him. 1.
1> Adrian Sutedi, Op.Cit., him. 6.
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memberi jaminan keharmonisan demi keberlangsungan hubungan pekerjaan

tanpa adanya tekanan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang tidak

berdaya. Sebab itu pelaku usaha ataupun instansi yang memperkerjakan

dalam bentuk sederhana secara lisan atau secara formal (tertulis). Hal ini

dimaksudkan untuk melindungi hak dan kewajiban masing masing pihak."’

1¢ Lidia Febrianti, “Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003
Tentang Ketenaga Kerjaan,” UIR Law Review 1, no. 01 (2017): 83-92,
https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.151.

' Halili Toha dan Hari Pramono, Hubungan Kerja Antara Majikan Dan Buruh, Rineka Cipta,
Jakarta, 1991, him. 9.
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Kesehatan dan keselamatan dalam pekerjaan diadakan agar dapat

menajaga kesehatan serta keselamatan tenaga kerja atau pekerja agar

tercapai produktivitas kerja yang optimal. Upaya kesehatan dan keselamatan

2. Konsep Keselamatan dan Kesehatan Kerja
“Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dinyatakan bahwa
setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan

atas kesehatan dan keselamatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan

8 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT.Citra Aditya, Bandung,
2003, him. 61.
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yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama”. Usaha

yang dilakukan agar dapat memebri jaminan bagi kesehatan serta

keselamatan terhadap pekerja terdapat pada “Pasal 8 Undang-Undang

Undang Nomor 1 Tahun 1970
tentang keselamatan kerja. Meskipun Undang-Undang ini tentang
keselamatan kerja”, akan tetapi materinya berisikan hal-hal mengenai

kesehatan serta keselamatan pekerja, apabila telah dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya, maka kesehatan serta keselamatan kerjapun telah terwujud.

19 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, him. 1.
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Keamanan Kkerja merupakan faktor yang sangat penting untuk

diperhatikan dalam dunia kerja. Anda dapat mengelola kondisi kerja untuk

mengurangi atau menghilangkan kondisi kerja berbahaya yang dapat

mengakibatkan kecelakaan kerja, kecelakaan kerja, kecelakaan kerja, sakit,

cacat, bahkan kematian. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang

berkaitan dengan mesin;, peralatanskerja,. infrastruktur tempat kerja dan

lingkungannya, cara kerjanya, dan seluruh proses produksi dan distribusi.

Berdasarkan “Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang

keselamatan kerja menentukan syarat-syarat tentang keselamatan kerja yang

harus diperhatikan oleh pengusaha adalah sebagai berikut :

1
2.

w

o

Mencegah dan mengurangi kecelakaan

Mencegah, mengurangi dan.memadamkan kebakaran, yang dapat
dilakukan dengan menyediakan alat-alat pemadam kebakaran,
memberikan kesempatan atau jalan menyelamatkan diri bagi
pekerja atau souruh jika terjadi_kebakaran, dan memberikan alat
perlindungan yang Jlainnya untuk mengantisipasi kemungkinan
terjadinya kebakaran

Mencegah atau mengurangi bahaya ledakan

Memperoleh  penerangan  yang cukup dan  sesuali,
menyelenggarakan suhu udara yang baik, memelihara ketertiban
dan kebersihan, mengamankan dan memelihara bangunannya
Memberi alat perlindungan diri pada para pekerjanya

Memperoleh keserasian antara.tenaga kerja, alat kerja, lingkungan,
cara dan proses kerjanya

. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan

yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi

. Mencegah agar jangan sampai terkena aliran listrik”.

Kesepakatan tersebut akan dicapai setelah kedua belah pihak

melakukan perbincangan atau lebih tepatnya bernegosiasi mengenai

kesepakatan yang akan dibuat dan berdasarkan atas kemauan kedua belah

pihak. Kesepakatan itu kemudian menimbulkan hak dan kewajibannya

15
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dengan sebaik mungkin, dengan cara melakukan pekerjaan dengan sebaik-
baiknya, begitu juga sebaliknya, pemilik pekerjaan wajib memberikan hak-

hak bagi pekerjanya, salah satunya upah. Selain upah, pemberi pekerjaan

Perlindungan adalah uk melindungi dan memberikan
jaminan sesuai dengan aturan hukum yang diberlakukan.??
Keselamatan kerja adalah suatu upaya untuk menjamin keutuhan dan

kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya,

% Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, him. 82.

2! Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Kamus Besar Pusat Bahasa, PT.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, him. 774.

22 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 1999, him. 360.
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dan manusia umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil
dan makmur.

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin

kelapa saw erleta ecamal - 1pa ampar.

F. Metode

1. Jenis

Sementara itu jika d stfatnya, penelitian ini memiliki sifat
deskriptif, yang mana penulis berusaha memberikan penggambaran
mengenai penelitian secara rinci dan jelas mengenai Pelaksanaan
Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Di PT.

Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Berdasarkan Peraturan

2 pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan
24 Syafrinaldi, Buku Panduan Penyusunan Skripsi, UIR Press, Pekanbaru, 2017, him. 14.
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Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten

Kampar.®

2.
- usantara V
o)
g par, dengan
E mendapatkan
-
e O
- =
o Z
& 5
— T 3.
E E akteristik yang
- £
g g i yang menjadi
2 E
;m_‘: ) n Sampel, yang
= = .
©w = udahkan peneliti
e
:T - gan disebut dengan
E iR data atau menjawab
E berikan pada saat mekakukan
o
=

penelitian.
Dalam penelitian ini yang menjadi sampel serta populasi ialah :
1. Manajer PT Perkebunan Nusantara VV Kebun Sei Lindai Kecamatan

Tapung Hulu Kabupaten Kampar

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 2004, him. 10.
26 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, him. 118
?" Ibid., him. 119.
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2. Pekerja PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Kecamatan

Tapung Hulu Kabupaten Kampar sebanyak 556

Maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah

sebagai beri

Sumb ng
etode

yang peneliti

kepada M

Tapung Hu

memungkinkan pe n n

responden.

W&ﬁ%ﬁ ISLA MR

/ Sampel

1

30

31
mena h sampel di riset

an metode sensus
Lindai Kecamatan
inya kecil, sehingga

secara keseluruhan sebagai

Sedangkan untuk Pekerja PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei

Lindai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, penarikan sampel

dilakukan dengan menggunakan metode “purposive sampling” yakni subjek

dalam penelitian ditentukan langsung oleh peneliti demi menghemat waktu

penelitian dan juga dipastikan subjek dapat menjawab pertanyaan-

19



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

pertanyaan dalam penelitian. Subjek menjadi perwakilan keseluruhan

populasi.?

4. Sumber Data

Pemerintah un 2012 Tentang Penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Kecamatan
Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

2. Data Sekunder, merupakan data tambhan untuk melengkapi data

primer, yang terdiri dari :

28 |bid., him. 43.

20



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

b. Undang-Undang Nomor 13  Tahun 2003  Tentang

Ketenagakerjaan

5. Alat

=4
o
ol
o
‘ﬁ’ !
: gadakan tanya
éﬁ informasi dan

teliti  berdasarkan

kalimat yang jelas dan terperinci, kami fokus pada data seperti teori hukum
dan hukum, dan membahasnya dengan Melakukan perbandingan pendapat

para pakar.
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7. Penarikan Kesimpulan
Setelah dibandingkan, penulis menarik kesimpulan secara induktif

yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus mengenai

Pelaksanaan .F

22
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

konsep dalam pandanga um, menurutnya perlindungan Kkerja
bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa
disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.
Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikthasar Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
2005, him. 360.
% satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, him. 53.
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Menurut Philipus yang pada intinya menjelaskan bahwasanya

perlindungan hukum merupakan bagian dari yang memiliki kekuasaan.

Dimana maksud kekuasaan disini yaitu pemerintah yang memiliki

Kemudian juga perlindungan hukum juga dapat dikatakan sebagai
bentuk pemberian hak-haknya orang lain dengan melakukan atau menolong
seseorang dengan didasarkan kepada instrumen hukum. Sehingga unsur

yang terdapat dalam pelrindungan tersebut ialah, adanyaseseorang yang

3 1bid., him. 121.
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akan diberikan pertolongan, perangkat yang akan melindunginya yang

menjadi dasar utama melakukan suatu tindakan.*?

Jika disimpulkan makna dari perlindungan hukum yang sudah

yang ketentuannya berlaku untuk setiap orang serta memiliki suatu
ketentuan suatu hal yang bisa untuk dilakukan oleh orang dan yang tidak
bisa dilakukan. Sehingga di dalam unsure pembentukanya dapat dikatakan

sebagai suatu keharusan yang harus ditaati dan dipatuhi.

% Philipus M. Hadjon,dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.Gajah Mada University
Press, Yogyakarta, 2011, him. 11.
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Kemudian J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto
menyebutkan hukum ialah ketentuan-ketentuan yang memiliki sifat paksaan
dari yang memiliki kekuasaan, sebagai penentu perbuatan setiap orang
dalam kehidupannya di.. masyarakat.. Selanjutnya. R. Soeroso juga
berpendapat bahwa hukum ialah kumpulan aturan-aturan yang dibuat oleh
pihak yang memiliki kewenangan yang bertujuan sebagai pengatur jalannya
hidup masyarakat yang memiliki ciri untuk memberikan perintah dan
larangan yang sifatnya paksaan bagi yang melakukan pelanggaran untuk
mendapatkan penjatuhan sanksi sebagai hukumannya.

Perlindungan hukum bisa dikatakan “lega/ protection” dari bahasa
Inggris, dan “rechtsbecherming” bahasa Belanda. Penyebutan kata tersebut
pada dasarnya mempunya arti atau makna yang beda satu sama lainnya,
baik dalam untuk menjelaskan pengertian “perlindungan hukum”. Jika
memperhatikan sulithya dijumpai  arti dari “perlindungan hukum”,
selanjutnya Harjono berupaya memberikan suatu pandangan dalam ilmu
hukum, dimana beliau menyatakan: “Perlindungan hukum mempunyai
makna sebagai perlindungan dengan.menggunakan sarana hukum atau
perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan
terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan
kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum”.

Perlindungan terhadap harkat serta martabat dan dapat diakuinya
HAM vyang setiap orang miliki sebagaimana yang ada dalam aturan hukum

maka dapat dikatakan sebagai suatu perlindungan hukum. Phillipus M.
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Hadjon juga memiliki pendapat mengenai perlindungan hukum, yang
merupakan sebagai tindakan-tindakan dari pihak yang memiliki

kewenangan baik itu sifatnya preventif dan represif. Perlindungan Hukum

perlindungan
memberikan

dak sesuai atau

dari perlindungan n_yang dip , sehingga bisa
perlindungan hukum memiliki unsur, yakni: ada subyek dan objek yang
akan dilindungi, serta alat-alat ataupun usaha yang dipergunakan dalam

mencapai perlindungan.®

* Philipus M. Hadjon,dkk, Op.Cit.,hIm. 10
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Berdasarkan hal tersebut maka bisa dikatakan bahwasanya
perlindungan hukum adalah tindakan untuk mengupayakan seseorang bisa

dilindungi atas hak dan kedudukan yang orang tersebut miliki selaku

diketahui cara memberikang gan hukum, yaitu:

1. Dibuatnya suatu peraturan-peraturan (by giving regulation), yang
memiliki tujuan dalam:
a. Pemberian hak serta kewajiban.
b. adanya jaminan hak dari setiap subyek hukum.

2. Penegakan hukum terhadap suatu peraturan (by the law

enforcement) secara:

28
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a. Hukum administrasi Negara yang memiliki fungsi dalam
pencegahan (preventif) timbulnya keadaan dilanggar haknya

masyarakat berdasarkan pengawsan dan perizinan.

ang_mem alam penanggulangan
‘!M“\‘ W,
.£ alam bentuk

1ggar secara

kepada a _ orla . anya suatu paksaan

untuk k : G anya a al ini bisa dibagi

terletak pada suatu ketentuan aturan hokum yang berlaku dengan
tujuannya untuk pencegahan pelanggaran dan memberikan
batasan untuk melaksanakan kewajibannya.

b. Perlindungan secara represif.
Perlindungan ini adalah perlindungan dalam bentuk terakhir yaitu

pemberian sanksi sebagaimana contihnya penjara, hukuman
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tambahan dan denda. Sanksi ini dilakukan ketika suatu
pelanggaran sudah dilakukan.

Perlindungan hukum pada dasarnya berhubungan terhadap adanya

mian. Jika

UNgi suatu posisi

erintah  memiliki

terwujudnya perlindungan dan  keamanan bagi setiap orang dalam
melaksanakan perbuatan hukum. Hukum merupakan sekumpulan aturan-

aturan hukum dari tatanan perbuatan. Hukum tidak tersusun hanya atas satu
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aturan saja dikarenakan hal ini tidak memungkinkan untuk dimengerti, hal
ini dijadikan sebagai perbandingan.®

Pada dasarnya hukum bisa dilihat dari segi bentuknya yaitu dalam bentuk

ebagai salah satu
han yang akan

pembentukan

ahannya, landasan tempat kerja
dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Obyek
keselamatan kerja adalah segala tempat kerja, baik didarat, didalam tanah,
dipermukaan air, didalam air maupun di udara. Keselamatan kerja adalah

suatu peristiwa yang memiliki keamanan dan keselamatanatas adanya suatu

* Hans Kelsen, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai
Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, him. 3.
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kondisi yang bisa menimbulkan kerugian pada lokasi kerja, seperti kondisi

dikala menggunakan alat-alat kerja, mesin dan bahan kerja yang dilakukan

pada waktu pengolahan, teknik pengepakan, penyimpanan, maupun

. Peraturan tersebut mengenai suatu kejadian
3. Adanya orang yang bekerja pada orang lain

4. Adanya imbalan jasa yang berupa upah yang didapat”.

®WS. Kuswana, Ergonomi Dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. PT. Remaja Rosdakarya,
Bandung, 2014, him. 23.
% Lalu Husni, Op.,Cit, him. 147.
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Kalimat pengantar tersebut menghubungkan tanggungjawab

pengusaha terhadap pekerja salah satunya terhadap keselamatan kerja.

Keselamatan kerja dapat juga disebut perlindungan teknis, yaitu sesuatu

jenis perlindungan yang..berkaitan _denagn usaha-usaha untuk menjaga

pekerja dari bahaya kecelakan yang dapat di timbulkan oleh alat-alat kerja

atau bahan yang diolah-atau 'dikerjakan, perusahaan. Dalam pelaksanaan

keselamatan kerja harus memenuhi syarat-syarat agar terlaksana dengan

baik. Adapun syarat keselamatan kerja dalam “Undang-Undang No. 1

Tahun 1970 tentang keselamatan kerja adalah sebagai berikut:

o0 ow

=h D

«

LT O3 T XRTTT

Mencegah dan mengurangi kecelakaan

Mencegah dan Mengurangi bahaya peledakan

Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran

Memberi kesempatan atau jalan-menyelamatkan diri dari pada
waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya

Member pertolongan pada kecelakaan

Memberi alat-perlindungan diri pada para pekrja

Mencegah dan ‘mengendalikan, timbul atau menyebar luasnya suhu
kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca,
sinar radiasi, suara dan getaran

Mengantisipasi dan mengendalikan timbulnya penyakit
Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai

Menyelenggarakan suhu lembab udara yang baik
Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup

Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban

. Memperoleh keserasian antar tenaga kerja

Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang
Mengamankan dan memelihara segala jenis barang

Mencegah terkena aliran listrik yang bertekanan tinggi
Menyesuikan dan menyempurnakan pengamanan dan pekerjaan
yang bahaya kecelakaan menjadi bertambah tinggi.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat keselamatan kerja, maka akan

dicapai sesuatu keamanan yang baik dan tepat yang merupakan sesuatu

faktor yang sangat penting dalam memberikan rasa tentram dan kegairahan
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para pekerja yang bersangkutan, guna meningkatkan mutu pekerjaan,

peningkatan produksi dan produktivitas kerja.

Sehingga segala sesuatu mengenai hubungan antara pekerja dan

1970 Tentang Keselamatan Kerja

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 bahwa pengurus
diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan
fisik dari tenaga kerja yang diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai
dengan sifat-sifat pekerjaan yang berada dibawah pemimpinya, secara

berkala dokter yang ditunjuk sesuai oleh direktur. (Pasal 8 ayat 1 dan 2
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan Kerja dan

Kesehatan Kerja)

Keselamatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat

faktor pekerja. Dalam hal ini mempekerjakan pekerja merupakan kewajiban
pihak perusahaan untuk menunjukan dan menjelaskan kepada setiap pekerja
(terutama yang baru / belum berpengalaman).

Sedangkan yang bertugas mengawasi atas ditaati atau tidak peraturan

perundang-undangan di bidang keselamatan kerja adalah:
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1. Pegawai pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu:

pegawai teknis berkeahlian khusus dari depertemen tenaga kerja

yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja.

eahlian khusus dari

)engurus tempat

keselamatan

Menurut Bennett N.B. dan Rumondang menyatakan
keselamatan merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau
kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan sedangkan
kesehatan kerja yaitu terhindarnya dari penyakit yang mungkin akan timbul

setelah memulai pekerjaannya.

¥ F.X.Djumialdi, Perjanjian Perburuhan Dan Hubungan Perburuhan Pancasila. Bina Aksara,
Jakarta, 2000, him. 78.
* Halili Toha, Hubungan Kerja antara Majikan dan Buruh, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, him. 147.
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Sedangkan pendapat Leon C Meggison yang dikutip oleh Prabu
Mangkunegara bahwa istilah keselamatan mencakup kedua istilah yaitu

resiko keselamatan dan resiko kesehatan. Dalam kepegawaian, kedua istilah

dibutuhkan keselamatan kerja. Keselamatan kerja pada dasarnya adalah
adanya suatu pandangan untuk mengupayakan adanya jaminan utuhnya dan
sempurnanya kehidupan dari para pekerja teruatama bagi setiap orang
sebagai manusia. Penerapan keselamatan tidak lain memiliki keguanaan

untuk mengantisipasi terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan pada saat

melakukan pekerjaan baik itu berupa sakit ataupun kecelakaan.
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Keselamatan kerja sebagai hal yang sangat dibutuhkan supaya setiap
pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik. Jika keadaan pekerja sekamat

dan aman maka pekerja akan bisa melaksnakan tugasnya dengan baik pula.

untuk menjauhkan

.@0 ‘ ) kerusakan

anALNANAEY

w ]

1)
’
.
/ I
a 60 ondisi dimana setiap

dengan lingkungan. Tujuan dilakukan adanya kesehatan kerja tidak lain
ialah supaya setiap pekerja memiliki kedudukan yang terhidnar dari adanya
gangguan kesehatan dari adanya pekerjaan yang dilakukannya. Sehingga
kesehatan kerja sangat dibutuhkan agar peekrja bisa melakukan kegiatannya

dapat melakukan setiap pekerjaanya dengan sebaik mungkin.
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Sesungguhnya kecelakaan kerja merupakan suatu bentuk kelemahan

dari keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan pendapat Mangkunegara

menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan demi:

(13

a.

Agar setiap -pegawai mendapat jaminan keselamatan dan
kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis.

Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-
baiknya selektif mungkin.

Agar semua hasil-produksi-dipelihara keamanannya.

. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan

kesehatan gizi pegawai.

Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi
kerja.

Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh
lingkungan atau kondisi kerja.

. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam

bekerja”.

Kemudian Suma’mur juga berpendapat bahwasanya keselamatan dan

kesehatan kerja memiliki tujuan antara lain:

(13 1.

2.

~ow

o

Agar setiap pekerja mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan
kerja baik secara fisik; sasial.dan psikologis.

Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-
baiknya dan seefektif mungkin.

Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.

Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan perlindungan
kesehatan gizi pekerja.

Agar meningkatkan kegairahan, keserasian dan partisipasi kerja.
Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh
lingkungan atau kondisi kerja.

. Agar setiap pekerja merasa aman dan terlindungi dalam bekerja”.

2. Konsep K3

Keselamatan kerja bisa dikatakan merupakan peristiwa untuk

menghindari adanya bahaya sepanjang melaksanakan kegiatan Kkerja.

Ataupun bisa dikatakan bahwa keselamatan kerja adalah suatu keadaan yang

memiliki

keharusan dilaksanakan pada saat melakukan pekerjaan.
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Disebabkan kecelakaan yang akan terjadi tidaklah sama sekali diinginkan

bagi setiap orang terjadi. Namun pada dasarnya keselamatan kerja

dipengaruhi oleh suatu kondisi yang ada pada lingkungan pekerjaan.

iliki beberapa

kan pekerjaan,

orang aman pada waktu oOra ut bekerja. Upaya untuk menerapkan
hal ini maka haruslah dijalankan dengan penuh tekad untuk melakukan
program K3 ini, dan dilaksanakan dengan tepat dan pasti untuk melakukan
pencegahan dengan program tersebut. Sebagai alat untuk menggerakkan

pekerja untuk melakukan tindakan dengan baik maka kesehatan dan

¥ C. Triwibowo dan ME. Pusphandani, Kesehatan Lingkungan dan K3, Nuha Medika,
Yogyakarta, 2013, him. 4
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keselamatan kerja maka sangat dibutuhkan. Dengan kata lain penerapan
dalam mencegah timbulnya suatu kecelakaan sangat dipelrukan untuk

diterapkan untuk mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja bagi

Sei Lindai

atau bisa disebut
a minyak yang
adalah sebagai
egara potensial

ebaga ] 2 pengekspor
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mengembangkan dalam p pembudidayaan kepala sawit, karet,

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

dan kakao. Namun vyang hanya memiliki kefektifan hanya pada
pembudidayaan kela sawit dan karet. Perusahaan ini terletak di jalan
Rambutan No. 43 Kota Pekanbaru.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1996 tanggal 14
februari 1996 diadakan peleburan perusahaan perseroan PT. Perkebunan

nusantara 1, PT. Perkebunan 1V dan PT. Perkebunan V menjadi perusahaan
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perseroan (persero) PT. Perkebunan nusantara (PTPN) V yang berkantor
pusat dijalan rambutan No. 43 pekanbaru provinsi riau. PTPN V memiliki

beberapa unit yaitu:

pelestarian lingkung
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diterima oleh pelanggan

3) Penciptaan keunggulan kompetitif di bidang SDM dan Teknologi 4.0
melalui pengelolaan SDM berdasarkan praktek-praktek terbaik,
sistem manajemen SDM serta Teknologi Informasi terkini guna

meningkatkan kompetensi inti perusahaan.
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3. Sistem Tata Nilai Perusahaan
a) Falsafah

Setiap insan PTPN V meyakini bahwa kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas

Manajer
Askep
Asisten Tata Usaha :
Asisten Personalia : Akdam Satria Buana

Asisten Teknik . Mirwan Hasibuan

Asisten Pengolahan :  Teuku Siti Maryam

Asisten Tanaman : Aidi, Hendra Pratomo, Dasha Lististio, M. Arief

Indarto
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BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap
Pekerja Pada PT  Perkebunan Nusantara 'V Kebun Sei Lindai
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun. 2012 Tentang
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di

Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
Pemberdayaan.dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan bagian dari
pembangunan tenaga kerja, yang memiliki tujuan dalam-mengoptimalkan
tenaga kerja serta bisa melindungi setiap kepentingan untuk terwujudnya
kehidupan yang sejahtera. Untuk memberikan perlindungan maka setiap
pekerja melakukan suatu ikatana dengan perjanjian kerja agar bisa
menjalankan. hak dan kewajibannya sesual dengan yang diperjanjikan
meskipun terkadang perjanjian yang akan dilakukan belum memperlihatkan
adanya kemudahan untuk‘“melakukan: peekrjaan namun..hal tersebut sangat
dibutuhkan bagi setiap tenaga kerja.** Perlindungan hukum terhadap tenaga
kerja dibutuhkan adanya intervensi dari pemerintah, sebagai pihak yang
memiliki kewenagan teruatama dalam lingkup ketenagakerjaan. Dikarenakan
intervensi itu adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan bagi tenaga kerja agar

bisa mewujudkan keadaan yang tertib dan aman.
Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum

untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan

kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang

0| Made Udiana, Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing,
Udayana University Press, Denpasar, 2011, him.11
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diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang
bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan),
baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan
peraturan hukum.*:

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang
telah ada sejak lahir bahkan-sehelum lahir.sDi dalam Kamus Bahasa Indonesia
hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan,
kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh
undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk
menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu
yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).*’

Hukum dilaksanakan sudah seharusnya harus bisa mendatangkan suatu
kepastian = hukum . terhadap  setiap orang yang »mematuhinya dan
menjalankannya. Kepastian hukum tersebut juga harus diterapkan dalam
ketentuan KUHPerdata yang mana bisa juga bertujuan dalam hal perlindungan
hukum atas setiap kepentingan setiap orang untuk.membuat perjanjian dengan
adanya suatu kebebasaan dengan tanpa.adanya paksaan dari pihak manapun.
Kebebasan tersebut tersusun dari substansi yang akan diperjanjikan kedua
belah pihak yang didasarkan atas adanya itikad baik. Dengan demikian dengan
hal tersebut maka bisa dikatakan bahwasanya dalam pelaksanaan perjanjian
maka setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukannya dengan ketentuan

tidak bertentangan dengan kaedah hukum lainnya.

* http://politkum.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-perlindungan-hukum.html,
*2 https://id.wikipedia.org/wiki/Hak,
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Setiap ikatan yang terjalin diantara para pihak secara berkesinambungan
dalam membentuk suatu hubungan maka bisa dinyatakan sebagai suatu

perikatan. Perikatan tidak lain bagian dari adanya hubungan-hubungan para

pihak secara h mana salah_sa t. melakukan tuntutan
OB LSS ) by '@&
— W,
&

ingan, dilain

terhadap

tabel ber

Penangan
No
1 | Cepat
2 | Lambat 67%
Jumlah 100%

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui pemahaman mengenai
penanganan perusahaan terhadap timbulnya kecelakaan kerja terhadap pekerja
adalah masih terlihat lambat, dimana hal ini terlihat dari hasil jawaban yang

diberikan oleh Pekerja yaitu sebanyak 20 orang dari responden 30 orang atau

* R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2002, him. 1.
“ Ibid.him. 1.
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sebanyak 67%. Jadi bisa dinyatakan masih lambat peruhasaan menangani

kecelakaan kerja terhadap pekerja. Penanganan yang lambat tersebut

dikarenakan harus memenuhi prosesur untuk bisa dikeluarkannya biaya untuk

perusaha

dipakai s ja, apé di insi ; ecel rja maka biaya

diganti dengan yang baru.*®

Usaha untuk memberikan rasa aman kepada setiap orang dengan
melindungi kepentingan yang ada pada ornag tersebut dengan didasarkan
kepada aturan hukum dapat dikatakan sebagai suatu perlindungan hokum.

Ketika terjadinya keadaan yang bertentangan dengan hokum yang berlaku

> Wawancara penulis dengan Manajer PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Kecamatan
Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Suhartono selaku Kepala Pengaman

47



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

maka sangat dibutuhkan adanya perlindungan hokum untuk menjaga
kepentingan dari seseorang agar tindakan yang bertentangan tersebut tidak

mengakibat kerugian. Terutama bagi setiap pekerja yang melakukan

pagi setiap orang atau pekerja.
Sesunggguhnya perlindungan kerja dapat dilakukan, baik dengan jalan
memberikan santunan, tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan
pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi
melalui norma yang berlaku dalam perusahaan. Ketika suatu keadaan sudah

terjadi atau timbulnya kecelakaan kerja.
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Tetapi sebelum pekerja mendapatkan perlindungan hukum dalam

pelaksanaan pekerjaannya terutama dalam menerima perlindungan dari

terjadinya kecelakaan kerja maka pekerja juga harus menjalankan kepentingan

yaitu hak dan-kewajibannya.sebagai tenaga kerja. Pada dasarnya hak dan

kewajiban tenaga kerja sebagaimana ketentuan Undang-Indang Nomor 1

Tahun 1970, terutama pada Rasal 12- dapat diketahui antara lain:

1%

2}
3

4.

“Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai
pengawas atau ahli keselamatan kerja

Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan

Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan
kesehatan yang diwajibkan

Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan
dan kesehatan yang diwajibkan

Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat
keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang
diwajibkan diragukan. olehnya kecuali ‘dalam hal-hal khusus
ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih
dapat dipertanggung-jawabkan”.

Selain itu juga hak ‘dan kewajiban ‘tersebut tidak hanya berada pada

pekerja saja namun juga harus dilakukan oleh pengurusnya. Sebagaimana

ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terdapat dalam UU Nomor 1

Tahun 1970 yaitu Pasal.8, 9, 11 dan 14 maka Pengurus memiliki kewajiban

yaitu:

1.

“Memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan
fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan
dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan
padanya.

Memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya,
secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan
dibenarkan oleh Direktur

. Menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang:

a) Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul
dalam tempat kerjanya
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b) Semua pengamanan dan alat - alat perlindungan yang diharuskan
dalam semua tempat kerjanya
c) Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan
d) Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya
4. Bertanggung jawab dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan
kebakaran.serta peningkatan keselamatansdan kesehatan kerja, pula
dalam-pemberian pertolongan pertama dalam kecelakaan.

5. Melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang

dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

6. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya,

semua syarat keselamatan: kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-
undang ini_dan“semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi
tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah
dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli
kesehatan kerja”.

Peningkatan produktivitas  dart tenaga kerja dalam menjalankan
pekerjaan yaitu terbentuk dari adanya kesegaran jasmani serta rohani. Pada
awal dari pekerjaan dilakukan maka kesegaran haruslah tetap diterapkan secara
terus menerus dalam bekerja, hingga pekerja tersebut tidak akan melakukan
pekerjaan lagi. Faktor tersebut bukan-hanya cerminan dari keadaan diri dari
pekerja namun melainkan terhadap kondisi yang dilakukan pekerja untuk
menyesuaikan ‘dirinya dengan pekerja lainnya. Hal ini berkaitan dengan
kompetensi yang dimilikinya sehingga dengan adanya keadaan yang ada
dilingkungan kerja bisa disesuaikan 'maka dapat terjaga pula tingkat
keberhasilan pekerjaannya. Selain itu diantara pekerja dnegan lingkungan kerja
merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dikarenakan bagian dari satu
kesatuan yang utuh dalam ketenagakerjaan.

Supaya pekerja atau tenaga kerja dalam meningkat produktifitasnya

dalam beekrja maka uapaya yang bisa diterapkan yaitu dnegan melakukan

pencegahan timbulnya kondisi yang merugikan terutama dalam hal kesehatan
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dan keselamatan kerja. Selain itu upaya yang dilakukan yaitu dengan
memberikan perlindungan dan memberikan jaminan terhadap pekerja atau

tenaga kerja dengan sebaik mungkin.

Moral dan kesusilaan; d

c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-

nilai agama”.

Ketentuan tentang keselamatan kerja diatur dalam Undang-Undang No. 1
Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Keselamatan kerja yang dimaksud

adalah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam
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tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam

wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. (Pasal 2 ayat (1)).

Adapun hasil keterangan dari Pekerja mengenai kondisi alat-alat

|

No

1

2

y_’llﬁ\;ﬂs\‘

N .1

25

28, =/
S =

perusahaan memiliki kondisi yang baik namun ketika terjadi kecelakaan maka
hal ini dikarenakan pekerja tidak memeriksa kembali alat yang akan
digunakan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Manajer PT Perkebunan
Nusantara V Kebun Sei Lindai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

yang diwakili oleh Kepala Pengaman yaitu Suhartono menyatakan alat-alat
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keamanan kerja yang digunakan dan dipakai pekerja adalah pada dasarnya

untuk melaksanakan pekerjaan maka setiap pekerja sudah diberikan

pengarahan untuk menggunakan alat keamanan bekerja, namun dikarenakan

suatu usaha pencegahannya. Disebabkan kondisi mencegah lebih baik dari
pada dilakukan penanganan pada saat terjadinya permasalahan kecelakaan.
Pada dasarnya pencegahan tersebut bisa dilakukan dengan hati-hati dengan

penuh tanggung jawab dari para pihak, dikarenakan bukan hanya digantungkan

* Wawancara penulis dengan Manajer PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Kecamatan
Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Suhartono selaku Kepala Pengaman
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kepada pihak perusahaan saja namun kepada pekerja. Disebakan hal ini saling
berkaitan satu sama lainnya.

Program yang dicanangkan dalam K3 merupakan hal yang sangat
dibutuhkan dikarenakan memang setiap.orang Yyang melakukan pekerjaan
memiliki hubungan secara langsung terhadap resiko dan bahaya. Dengan kata
lain ketika pekerja mengalami’, atau | terjadinya kecelakaan, maka bisa
menyebabkan pekerja tersebut tidak bisa menjalankan pekerjaan lagi dan akan
menimbulkan akibat tidak diterimannya upah. Selain itu bagi perusahaan juga
akan memiliki dampak yaitu akan terjadinya kerugian yang besar. Sehingga
penerapan program tersebut sangat diperlukan dikarenakan posisinya sangat
penting menjadi kestabilan dari pekerja dan perusahaan.

Hubungan diantara pekerja dan pihak perusahaan merupakan suatu
hubungan yang berkaitan-dengan kondisi yangisaling membutuhkan, sehingga
atas hubungan  tersebut dibutuhkan suatu pengaturan terutama dalam hal
hukum ketenagakerjaan. Disebabkan aturan tersebut merupakan aturan yang
secara langsung  mengatur hubungan diantara pekerja dan perusahaan.
Hubungan yang terjalin diantara satu sama lain mengatur akan danya hak dan
kewajiban yang akan dijalankan dimasing-masing pihak. Sesungguhnya
pekerja ataupun tenaga kerja haruslah memiliki pertauran yang akan
melindungi haknya. Dengan kata lain perlindungan yang paling utama yaitu

mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.*’

*" Nanda Ayu Lestari dan Fithriatus Shalihah, Perlindungan Terhadap Jaminan Keselamatan
Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Pekerja SPBU Di Kota Yogyakarta, Ahmad DahlanLegal
PerspectiveVVolume 01, Issue 01, 2021, him. 48.
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Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) huruf a dalam UU Nomor 13 Tahun

2003 menyebutkan bahwasanya: “setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk

memperoleh perlidungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”. Kemudian

produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan
kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan perlindungan

keselamatan kerja, maka pemerintah telah melakukan upaya pembinaan norma
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di bidang ketenagakerjaan. Dalam pengertian pembinaan norma bidang sudah
mencakup pembentukan, penerapan, dan pengawasan norma itu sendiri.*®

Adapun hasil keterangan dari Pekerja mengenai penyebab terjadinya

sentase %o

insiden atau kecelakaan kerja yang terjadi lebih besar disebabkan oleh
kelalaian dari pekerja itu sendiri padahal perusahaan sudah memberikan alat

pelindung diri.

*8 Lalu Husni, Op.,Cit., him. 147-148.
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Berdasarkan wawancara penulis dengan Manajer PT Perkebunan
Nusantara V Kebun Sei Lindai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
yang diwakili oleh Kepala Pengaman yaitu Suhartono menyatakan penyebab
terjadinya kecelakaan  kerja..adalah tingkat paling tinggi kecelakaan yang
penrah terjadi tidak lain disebabkan pekerja bekerja tidak menggunakan alat
pengaman atau alat pelindung! diri-yang sudah disediakan oleh perusahaan,
serta dikarenakan kurangnaya pekerja memperhatikan alat yang digunakan
masih dalam kondisi yang baik atau tidak sehingga jika alat yang digunakan
untuk bekerja tidak dalam kondisi yang baik maka bisa menyebabkan
timbulnya kecelakaan kerja.*®

Setiap‘'manusia mempunyai Kkepentingan vyang tidak sama dengan
kepentingan manusia lainnya dalam menjalankankan hidupnya. Dikarenakan
perbedaan tersebut maka-seseorang harus melakukan suatu pekerjaan sebagai
bentuk pemenuhan. Pekerjaan yang dilakukan tidak hanya bisa dilakukan
sendiri dengan adanya modal sendiri namun bisa bergantung kepada orang lain
yang memiliki modal yang lebih besar. Namun bekerja dengan pihak lain maka
konsekuensi yang harus-diterima yaitu.harus menghargai dan menghormati
serta menjalankan segala sesuatu yang dieprintahkan atas suatu aturan yang
telah ditetapkan dalam menjalankan pekerjaan.

Atas pernyataan aturan itu sudah jelas bahwasanya seseorang manusia
berhak untuk memiliki suatu pekerjaan demi adanya pemenuhan kehidupan

yang layak. Dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka sangatlah

* Wawancara penulis dengan Manajer PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Kecamatan
Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Suhartono selaku Kepala Pengaman
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dibutuhkan pembiayaan. Sehingga untuk mendapatkannya maka seseorang
haruslah melakukan suatu kegiatan dalam bentuk pekerjaan.

Pelaksanaannya bisa saja dilaksanakan sendiri tanpa bantuan orang lain

’
a;
an_ g
“
7
[ A

Pembang

diseluruh

5.2 5
A et
-

pekerjaan.

sebagimana yang ada pada hak asasi manusia. Pemahaman akan adanya
cerminan nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat, haruslah terlebih dahulu
memahami pengertian hukum itu sendiri. Sebagaimana yang diketahui hukum
jika dimaknai maka merupakan suatu wujud dari nilai keadilan dalam hidup

masyarakat.
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Berdasarkan pendapat dari Imanuel Kant yang menegaskan bahwasanya,
keadilan titik tolaknya pda martabat manusia. Sehingga dalam membentuk

hukum haruslah tercermin nilai-nilai keadilan dengan tujuan untuk

ia. Keadilan adalah

memiliki

oz

an keadilan

nilai keadilan

akan berupaya

VAN

berpandangan

ujudkan suatu

suatu pekerjaan. Perlindungan hukum tersebut diberikan jaminannya di dalam
ketentuan Undang-Undang ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003. Dimana tujuan perlindungannya sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 4 menyatakan, “memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam

mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya”.
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Mengingat pentingnya peran dari tenaga kerja dalam sebuah perusahaan

maka tujuan perlindungan hukum terhadap pekejra harus dilaksanakan

sebagaimana mestinya terutama dalam hal terjadinya pemutusan hubungan

atau menangani hal ini maka pihak perusahaan lambat melakukan penanganan
terutama dalam hal pembayaran biaya pengobatan dikarenakan harus
menempuh prosedur untuk mengeluarkan sejumlah biaya pengobatan terhadap

pekerja.
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B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT Perkebunan Nusantara V
Kebun Sei Lindai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar

Peningkatan  terhadap. perkembangan —bangsa. Indonesia juga
mempengaruhi peningkatan ketenagakerjaan. Dimana hal tersebut tidak dapat
dipisahkan, terutama dalam:|‘hal: perwujudan atas pembangunan yang
didasarkan pada ‘“Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia ‘Tahun 1945”. Pembangunan ini dilakukan demi terlaksananya
kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dan dapat menciptakan suatu keadaan
yang menyeluruh baik dalam peningkatan kehidupan setiap pekerja atau buruh
demi terwujudnya kesejahteraan, keadilan, kemakmuran dan pemerataan dalam
kehidupan masyarakat. >

Sehingga untuksmewujudkan pembangunan tersebut, pemerintah
memiliki ~kewajiban yang sangatlah penting terutama dalam hal
ketenagakerjaan. Sebagaimana yang sudah diamanatkan pada “Pasal 27 ayat 2
menyebutkan: tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan’. Ketentuan itu sebagai bentuk jaminan yang
diberikan pemerintah kepada seluruh masyarakatnya dalam pemenuhan
pekerjaan. Selain hal etrsebut pemerintah dengan kebijakannya terutama
dalam “Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan, menyebutkan: setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang

sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.

* Sri Subiandini Gultom, Aspek Hukum Hubungan Industrial, Inti Prima Promosindo, Jakarta,
2008, him. 14
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Pekerjaan merupakan sesuatu hal yang penting bagi setiap orang yang
mana bertujuan demi pemenuhan kehidupannya dan untuk menciptakan
kesejahteraan. Sehingga pekerjaan memiliki kedudukan yang penting untuk
setiap orang untuk memenuhi_kebutuhannya dan keluarganya. Jika dimaknai
pekerjaan merupakan inti dari kehidupan sebagai tujuan untuk menghasilkan
materi. Maka dengan bekerja maka setiap erang dapat menjadikan hidupnya
memiliki harga terutama bagi keluarganya. Sehingga akan keberadaan hal
tersebut sudah selayaknya pekerjaan dijadikan sebagai suatu kepentingan yang
mutlak dimiliki sebagai suatu hak setiap orang yang wajib orang lain hargai
dan hormati.

Hukum nasional terutama hukum ketenagakerjaan yang berkeadilan dan
teratur dapat menjadi ukuran yang pasti dalam masyarakat terutama pekerja,
namun pada kenyataannya hukum yang i ada  masih  belum mampu
mengakomodir serta jauh tertinggal oleh perkembangan yang ada. Hal inilah
yang menjadi penyebab timbulnya kebingungan dalam masyarakat mengenai
aturan apa yang seharusnya dipakai atau diterapkan, sehingga dalam
masyarakat mengakibatkan tidak adanya kepastian aturan yang diterapkan
untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi. Untuk itu diperlukan suatu
hukum yang stabil dan fleksibel serta mampu mengikuti perkembangan tanpa
menghilangkan nilai-nilai luhur kebangsaaan.

Pekerjaan merupakan sesuatu hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap
orang, yang bukan hanya berguna untuk kesejahteraan hidupnya tetapi juga

berguna dalam peningkatan pembangunan nasional. Disebabkan dengan
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meningkatkannya tingkat pekerjaan maka akan bisa menyebabkan kurangnya
pengangguran serat bisa mengurangi timbulnya kemiskinan. Namun untuk

meningkatkan pembangunan tersebut maka dibutuhkan peningkatan terhadap

‘* _o_[lf an. Namun hal
kan " g akan memang

rjaan mencakup masalah
&
pengupahan, jaminan, SoS ninimu perlindungan tenaga
k) ‘ ‘* i)
kerja, syarat kerja, pe "hﬁhﬁ

mangandung dimensi sosial

dan lain sebagainya, semua
dan politis. Dengan kata lain masalah

ketenagakerjaan tersebut multidimensi, cakupan luas dan kompleks.*?

5! |khwan Fahrojih, Hukum Perburuhan Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional, Malang,
Setara Press, 2016, him. 29
52 Adrian Sutedi, Op.,Cit., him. 6
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Pada dasarnya untuk melaksanakan suatu tindakan terutama untuk
melindungi pekerja atau buruh pastinya ada hambatan yang ditimbulkan

terutama yang berhubungan langsung dengan pekerja. Dengan kata lain masih

am
dari | 5 Selain itu juga

. Q@.‘

Adapun hasil ket

pengawasan terhadap pekerja dan alat yang digunakan saat bekerja, yang dapat

dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 111.4
Perusahaan Melakukan Pengawasan Terhadap Pekerja Dan Alat Yang
Digunakan Saat Bekerja

No Kuisioner Jawaban Responden Persentase %

perusahaan.r an pengawa . at yang digunakan
saat bekerja 3 jawaban yang

diberikan @ : u anyak 30 > 30 orang atau

sebanya ada melakukan
pengawasa

bekerja

melakukan pengawasan terhadap pekerja dan alat yang digunakan saat bekerja
adalah pada dasarnya memang pihak perusahaan tidak ada melakukan
pengawasan secara langsung terhadpa pekerja namun mengenai hal-hal yang

berhubungan dengan peekrjaan yang ada dilapangan maka hal tersebut sudah
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disosialisasikan lebih dahulu kepada pekerja baik itu dalam bentuk penggunaan
alat-alat keamanan.

Penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk
memberikan perlindungan kepada pekerja..Perlindungan-tersebut berguna agar
terwujudnya produktivitas kerja yang maksimal. Keselamatan dan Kesehatan
Kerja' sebagai suatu program? didasari spendekatan ilmiah dalam upaya
mencegah atau memperkecil terjadinya bahaya (hazard) dan risiko (risk)
terjadinya penyakit dan kecelakaan, maupun kerugian-kerugian lainya yang
mungkin terjadi. Jadi dapat dikatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja
adalah suatu pendekatan ilmiah dan praktis dalam mengatasi potensi bahaya
dan risiko kesehatan dan keselamatan yang mungkin terjadi.

Keselamatan berasal dari bahasa Inggris yaitu kata ‘safery’ dan biasanya
selalu dikaitkan dengan keadaan terbebasnya seseorang dari peristiwa celaka
(accident) atau nyaris celaka (near-miss). Jadi pada hakekatnya keselamatan
sebagai suatu pendekatan keilmuan maupun sebagai suatu pendekatan praktis
mempelajari faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan
berupaya mengembangkan berbagai. cara.dan pendekatan untuk memperkecil
resiko terjadinya kecelakaan. Keselamatan kerja bertalian dengan kecelakaan
kerja yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau dikenal dengan istilah
kecelakaan industry. Kecelakaan industry secara umum dapat diartikan: “suatu
kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan

proses yang telah diatur dari suatu aktivitas”.

>3 Wawancara penulis dengan Manajer PT Perkebunan Nusantara VV Kebun Sei Lindai Kecamatan
Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Suhartono selaku Kepala Pengaman
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Suatu kejadian atau peristiwa tertentu adalah sebab musababnya
demikian pula kecelakaan industry/ kecelakaan kerja ini, dimana ada 4 faktor

penyebabnya yaitu:>*
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tetapi supaya

mudah dapat

pola kerja yang

<sempunaan dalam

4. Faktor yang dihadapi. Seperti pemeliharaan yang kurang serta kurang
dirawat mesin dan alatnya peralatan, yang mengakibatkan pekerjaan

tidak dapat dilaksanakan secara baik.

** Lalu Husni, Op.cit.,hlm. 152.
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Jadi bisa dikatakan dalam pelaksanaan pekerjaan terutama untuk

memberikan perlindungan hukum kepada setiap pekerja, sangatlah sulit untuk

mendapatkan hasil yang maksimal, disebabkan pasti ada hambatan dalam

Tabel 111.5

Perusahaan Melakukan Pengawasan Terhadap Penggunaan Alat Pelindung

Diri Dalam Melakukan Pekerjaan

No Kuisioner Jawaban Responden Persentase %

1 | Ada 14 47%

2 | Tidak Ada 16 53%
Jumlah 30 orang 100%

Sumber : Data Olahan, 2022
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Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui pemahaman mengenai
penggunaan alat pelindung diri dalam melakukan pekerjaan adalah tidak ada,
dimana hal ini terlihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh Pekerja yaitu
sebanyak 16 orang dari responden 30_orang atau sebanyak 53%. Jadi bisa
dinyatakan pekerja masih ada yang tidak menggunakan alat pelindung diri.

Berdasarkan wawancara!| penulis ' dengan Manajer ~ PT Perkebunan
Nusantara V. Kebun Sei Lindal Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
yang diwakili oleh Kepala Pengaman yaitu Suhartono menyatakan penggunaan
alat pelindung diri dalam melakukan pekerjaan adalah perusahan tidak dapat
secara maksimal menjaga dan mengatur pekerja setiap harinya sehingga
terkadang para pekerja tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja
yang telah ditetapkan dan dianjurkan sehingga apabila terjadi kecelakaan
dalam bekerja terhadap /petugas maka perusahaan akan-mempertimbangkan
memberikan bantuan terhadap pekerja.”

Sesungguhnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan
tanggungjawab dari setiap pihak. Dikarenakan untuk dapat dijalankan dengan
baik maka setiap pihak harus.menjalankan dengan penuh kehati-hatian. Jadi
program keselamatan dan kesehatan kerja tidak bisa disandarkan kepada satu
pihak saja.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari
Sistem Manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi,

perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya

> Wawancara penulis dengan Manajer PT Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Lindai Kecamatan
Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Suhartono selaku Kepala Pengaman
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yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan

memelihara kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka

pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya

tempat kerja yang aman, efisien, dan efektif.

Dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

perusahaan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a.

Menetapkan Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin
komitmen terhadap penerapan sistem manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja.

Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan, dan sasaran penerapan
keselamatan dan kesehatan Kkerja.

Menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif
dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang
diperlukan mencapai kebijakan, tujuan, dan sasaran keselamatan dan
kesehatan kerja.

Mengukur, memantau, .dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan
kesehatan kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
Meninjau secara terstruktur dan meningkatkan pelaksanaan sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara berkesinambungan
dengan tujuan meningkat kinerja keselamatan dan kesehatan kerja”.

Adapun hasil keterangan dari Pekerja mengenai pernah mendapatkan

sanksi yang diberikan perusahaan dikarenakan tidak menggunakan alat

pelindung diri, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 111.6
Pernah Mendapatkan Sanksi Yang Diberikan Perusahaan Dikarenakan
Tidak Menggunakan Alat Pelindung Diri
No Kuisioner Jawaban Responden Persentase %

menggunakan pel iri adalah ti

dari hasi

diberikan oleh perusahaan kepad a dikarenakan tidak menggunakan alat
pelindung diri adalah pada dasarnya sanksi hanyalah berbentuk teguran kepada
pekerja yang tidak menggunakan alat keamanan diri dikarenakan teguran

tersebut bertujuan untuk melindungi diri dari pekerja itu sendiri.>®

% Wawancara penulis dengan Manajer PT Perkebunan Nusantara \ Kebun Sei Lindai Kecamatan
Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Suhartono selaku Kepala Pengaman
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Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan sistem
yang wajib diterapkan oleh setiap perusahaan tanpa terkecuali. Sebagaimana
yang dinyatakan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Tentang Penerapan
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu Nomor 50 Tahun
2012, menyatakan bahwa:

1. “Sistem Manajemen, = Keselamatan dan Kesehatan Kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.ayat (1) :

Penetapan kebijakan K3.

Perencanaan K3.

Pelaksanaan rencana K3.

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3.

Peninjauan dan peningkatan kinerja sistem manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Penerapan SMK3 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam lampiran sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan.ini. Perlindungan
keselamatan terhadap kerja sangat diperlukan untuk pekerja yang
bekerja dengan resiko tinggi. Karena hal-hal tersebut untuk
pencegahan, pengendalian, serta penanggulangannya. Pasal 2 PP
Republik Indenesia Nomor 50 Tahun 2012+-Tentang Penerapan
Sistem Manajemen Keselamatan-dan Kesehatan Kerja. Penerapan
SMK3 yang bertujuan untuk:

a. Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan
kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan
terintergrasi.

b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja “dengan melibatkan  unsur manajemen, pekerja/buruh,
dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien
untuk mendorong produktivitas”.

© e oo

Hukum ketenagakerjaan merupakan aturan-aturan yang mengatur
mengenai hubungan dalam ketenagakerjaan secara keseluruhan yang berkaitan
dengan tenaga kerja dan perusahaan. Sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak
bisa menghidanri aturan hukum yang sudah mengatur. Pada dasarnya aturan

tersebut  berguna  untuk  mewujudkan  peningkatan  pembangunan
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ketenagakerjaan. Pembangunan tersebut haruslah dapat memberikan suatu
perlindungan dan jaminan hokum bagi setiap pihak. Ruang lingkup dari

ketenagakerjaan memiliki hubungan yang erat dengan aturan hokum, agar bisa

keadilan ah, d : ) a diukur dengan

adanya s : dasarnya ke neruy suatu yang bisa
diterima sesuai denga Atas ik st memberikan makna

dari suat

\ )

.q-‘tf“
< E
E

A\

dijelaskan bahwasanya setiap pihak memiliki kedudukan yang
sama dan memiliki hak yang sama pula dihadapan hukum.

2. Keadilan distributif.

Keadilan disini lebih diidentikan dengan adanya hak yang

dimiliki oleh setiap pihak. Dimana keadilan akan bisa dirasakan

ketika diberikan sesuai dengan haknya. Dengan demikian
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3.

keadilan haruslah berdasarkan kepada pemenuhan hak yang
sesuai dengan pihak tersebut.

Keadilan korektif.

unsur dari keadilan, antara lain:

a.

b.

Adanya equality artinya memberikan persamaan hak dan
kewajibansemua orang sama didepan hukum.

Adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan
substansional berdasarkan efisiensi artinya prosesnya cepat,

sederhana, dan biaya ringan.
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c. Berdasarkan obyektif tiap perkara harus ditimbang sendiri.

Selanjutnya L.J.van Apeldorn menyebutkan bahwasanya sesuatu yang

bisa dikaakan memiliki keadilan apabila dapat memberikan kesamaan pada

yang berlaku, ataupun perbuatan yang termasuk diperbolehkan dan tidak
diperbolehan. Selain itu diperlukan juga suatu aturan hukum yang memberikan
pengaturan secara menyeluruh baik dati hal yang menjelaskan suatu tindakan

dan proses dalam menyelesaikan suatu tindakan.®’

>’ Satjipto Rahardjo, Op.,Cit him. 77-78
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Manusia sebagai pekerja yang berkualitas yang bisa memberikan
peningkatan atau berhasilnya pembangunan nasional. Dikarenakan dengan
kualitas yang tinggi maka bisa menajdi penentu keberhasilan setiap kegiatan
terutama dalam’ hal pekerjaan. Pekerjaan~yang dilakukan bertujuan untuk
mendapatkan pendapatan bagi pekerja, dengan upah maka pekerja dapat hidup
yang sejahtera. namun untuk imendapatkan hal tersebut diperlukan adanya
usaha untuk meningkatkan suatu kualitas hidup dari pekerja. Upah yang
diterima haruslah sesuai dengan kualitas yang dimiliki oleh pekerja agar bisa
mewujudkan adanya keadilan. Dikarenakan tanpa adanya keadilan maka tidak
bisa akan memiliki kehidupan yang baik. Sehingga untuk itu dibutuhkan suatu
hukum yang mengatur. Sesungguhnya hukum memiliki tujuan dalam
memberikan keadilan.’®

Pekerjaan merupakan hak asasi manusia, oleh karena itu pekerjaan
mempunyai makna yang sangat penting bagi setiap orang, karena dengan
pekerjaan dapat melanjutkan kehidupannya. Pekerjaan dapat pula dimaknai
sebagai sumber untuk mendapatkan penghasilan.agar terpenuhinya kebutuhan
dalam kehidupan yang saling berkaitan..manusia bisa merasakan hidupnya
sejahtera yaitu dengan adanya suatu pekerjaan tetapi hal itu bukan hanya
terhadap dirinya namun juga terhadap keluarga. Sehingga pekerjaan adalah
hak yang harus dimiliki oleh setiap orang yang haruslah dijunjung dan
dihormati.>® Selain hal tersebut pemerintah dengan kebijakannya terutama

dalam “Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

%8 http://fikamalig.blogspot.co.id/2014/02/perlindungan-hukum-tenaga-kerja.html,.
* Thamrin S, Penegakan HAM Tenaga Kerja indonesia, Alaf Riau Publishing, Pekanbaru, 2018,
him. 12-13.
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ketenagakerjaan, menyebutkan: setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang

sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.®

Terlepas dari tujuan pengusaha untuk untuk meningkatkan daya saing

perlengkapan keselamatan kerja yang telah ditetapkan dan dianjurkan dan
sanksi yang diberikan ketika pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri

hanyalah berupa teguran.

% Thamrin.S. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia, Alaf Riau, Pekanbaru, 2017, him.
83.
S1Eggy Sudjana, Nasib dan Perjuangan Buruh di Indonesia, Renaissan, Jakarta, 2005, him. 1
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

. Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT. Perkebunan Nusantara V
Kebun Sei Lindai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50

Tahun 2012 Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar adalah

tidak adanya pengawasan dari perusahaan terhadap pekerja secara

langsung dalam penggunaan alat pelindung diri, perusahan tidak dapat
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secara maksimal menjaga dan mengatur pekerja setiap harinya
sehingga terkadang para pekerja tidak menggunakan perlengkapan

keselamatan kerja yang telah ditetapkan dan dianjurkan dan sanksi

dapat penulis

pengawasan
kerja dengan

U Insiden terjadap

kemungkinan terjadi kecelakaan kerja.
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